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Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan lkhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) Il Tahun 2018 kepada lembaga perwakilan dan
pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18.

IHPS Il Tahun 2018 ini merupakan ikhtisar dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan
atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu (DTT).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan
rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas
penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. IHPS Il Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan
kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik
(banparpol) dari APBD. Selain itu, IHPS Il Tahun 2018 menyajikan hasil pemantauan tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan
pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS Il Tahun 2018 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis
pemeriksaannya. Selain hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan
banparpol, hasil pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan
sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS Il Tahun
2018 menyertakan lampiran dan softcopy LHP dalam satu flash disk yang menjadi bagian tak
terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah
Bank Indonesia per 31 Desember 2018. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP
berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

BPK berharap IHPS [l Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan
dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2019
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B.3.10 . . . .
Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan
Asian Games
B3.11 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penilaian
o Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018
8312 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
o Pengelolaan Aset
8313 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
e undangan PDTT atas Pengelolaan Aset
B.3.14 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
o Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
B.3.15 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
e undangan PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
B.3.16 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
e Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik
Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
B.3.17 L A
Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
B.3.18 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
e undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
B.3.19 -
Penyelenggaraan Ibadah Haji
B.3.20 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
o undangan dan 3E PDTT atas Penyelenggaraan lbadah Haji
B.3.21 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas

Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
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B.3.22

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan
Perkebunan Kelapa Sawit

B.3.23

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
Pengelolaan Rusunawa

B.3.24

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Rusunawa

B.3.25

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perizinan
dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Lampiran C

C1

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah
menurut Tema Pemeriksaan

C1l1

Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan di Pemda dalam
Mengelola Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program
BOS, PIP dan Program Sejenis Lainnya

C.2

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut
Tema Pemeriksaan

C21

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
Pengelolaan Pendapatan Daerah

C.2.2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

C.2.3

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
Pengelolaan Belanja Daerah

C24

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah

C.2.5

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
Pengelolaan Aset Daerah

C.2.6

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah

C.2.7

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
Operasional BUMD dan BLUD

C.2.8

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
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Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas

2.9 Pengelolaan Keuangan Desa
c2.10 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
- undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
c211 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
- Pengelolaan Pasar Rakyat
C212 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
- undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat
Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
C.2.13
Penanggulangan Bencana Daerah
C214 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
- undangan dan 3E PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran D
DA Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya
’ Menurut Tema Pemeriksaan
D.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
’ Menurut Tema Pemeriksaan
D21 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
- Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D.2.2 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
- undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D23 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
- Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
D.2.4 undangan dan 3E PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan
Pungutan OJK
D25 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
- Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
D.2.6 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
- undangan PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
D.2.7 Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada
BPJS Kesehatan
IHPS II Tahun 2018
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D.2.8

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak
Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan

D.2.9

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT
atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, dan Beban pada BPJS
Ketenagakerjaan

D.2.10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, dan
Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

D.2.11

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas
Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS
serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

D.2.12

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan 3E PDTT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan
Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian
Negara

Lampiran E

E.l

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31
Desember 2018

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun
2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/DaerahTahun
2005- 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
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Tentang BPK

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD
tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan
di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik
negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga
atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud
meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK
meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan
tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan
nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk
mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan
memberikan pendapatyangdiperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai
dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas
penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli
dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula
kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti.
BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak
yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur
pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta
hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif,
penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam
ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS
kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan
sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat
dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin
menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada
penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan
akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara
untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020
dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai
tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan
visi itu, BPK menetapkan 2 misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2)
Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan
profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah
melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan vyang telah
dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK
mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan
nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan
dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan
rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK
2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-
2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan
pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan
hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan
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18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan
negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana,
mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan
ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan,
pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola
dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan
mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan
dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan
pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan
sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Tema dan Fokus Pemeriksaan

LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian dan Keuangan Negara

(1) Reformasi keuangan negara
(2) Efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN

DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMERATAAN

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA SEKTOR UNGGULAN & KEWILAYAHAN
Pendldlkan KeterSedlaan Pembangunan
(1) Program Indonesia Pintar Panagan i
(2) Manajemen guru g Kerlayahan
e (1) Produksi pangan (1) Desa dan kawasan
dan relevansi perguruan tinggi (2) Peningkatan ketahanan air
pedesaan
(2) Kawasan perbatasan
. Keseh.atan . Ketersediaan Energi (3) Konektivitas nasional
Sistem Jaminan Sosial i ) — darat, udara dan jalan
Nasional (SJSN) — Jaminan & KetenagahStrlkan ’
Kesehatan Nasional (JKN) Penyediaan energi dan
ketenagalistrikan
Kependudukan & KB Pemerataan
Data dan informasi Pembangunan
kependudukan Kemaritiman
Sistem Jaminan Sosial
Mental & Karakter & Kelautan Nasional (SJSN) — Jaminan
Penyelenggaraan ibadah haji Konektivitas nasional Sosial Ketenagakerjaan
& umrah — transportasi laut

KONDISI PERLU
Keamanan dan Ketertiban Tata Kelola & RB

Kapasitas pertahanan dan stabilitas
keamanan nasional

Kualitas pelayanan publik
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Kantor BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34
kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 badan diklat
Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 balai
diklat berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa.
Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk
melaksanakan mandat pemeriksaan BPK.

Kantor BPK

Q] i
. |I-l'l'g'|'ﬂ|u_1|r__
Rart - / ‘-.."'. Rl
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Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR.
Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan
wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A.
Ketua BPKRI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara secara umum bersama dengan
Wakil Ketua, tugas dan wewenang
yang berkaitan dengan kelembagaan
BPK, hubungan kelembagaan dalam
negeri dan luar negeri, pengarahan
pemeriksaan investigatif, dan pembinaan
tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama
Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan
Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat
Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.
Wakil Ketua BPK RI

e = Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan
| " dan tanggung jawab keuangan negara secara umum
el bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan

Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan
investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat
Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan,

Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan
Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan
dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan
Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.
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Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota |

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu,
Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub,
Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG,
Lemhanas, Wantanas, Badan Siber
dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK,
KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla
serta lembaga yang dibentuk dan terkait di
lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan
pemeriksaan investigatif.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota ll

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara padaKemenko Bidang Perekonomian,
Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin,
Kementerian PPN/ Bappenas,
Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM,
BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN,
LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk
dan terkait di lingkungan entitas tersebut,
dan pengarahan pemeriksaan investigatif.
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Tentang BPK

Dr. Achsanul Qosasi

Anggota lll

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK,
KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg,
Setkab, Kemensos, Kemenpar,
Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan
RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti,
Kementerian ATR, Kemendesa PDTT,
Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas
RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN,
ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII,
BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di
lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Prof. Dr. H. Rizal Djalil

Anggota IV

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung  jawab
keuangan negara pada Kemenko
Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP,
Kementerian ESDM, Kemen PU Pera,
KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi
Gambut serta lembaga yang dibentuk dan
terkait di lingkungan entitas tersebut, dan
pengarahan pemeriksaan investigatif.

Ir. Isma Yatun, M. T.

Anggota V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara pada Kemendagri, Kemenag,
BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP,
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah
Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan
Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera
dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan
terkait di lingkungan entitas tersebut, dan
pengarahan pemeriksaan investigatif.
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Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM,
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah
Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan
Usaha Milik Daerah di Wilayah Il (Bali,
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua) serta lembaga vyang
dibentuk dan terkait di lingkungan entitas
tersebut, dan pengarahan pemeriksaan
investigatif.

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota VI
Tugas dan  Wewenang: Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara pada Kementerian BUMN, SKK
Migas, BUMN dan anak perusahaan,
Badan Pembina Proyek Asahan dan
Otorita Pengembangan Proyek Asahan
serta lembaga yang dibentuk dan
terkait di lingkungan entitas tersebut, dan
pengarahan pemeriksaan investigatif. Beliau
wafat pada Senin, 7 Januari 2019.
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Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester

(IHPS) 1I' Tahun 2018 disusun untuk memenuhi

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) yang diselesaikan BPK pada semester Il tahun 2018 yang terdiri atas

2 LHP keuangan (0,4%), 244 LHP kinerja (49,2%), dan 250 LHP dengan
tujuan tertentu (DTT) (50,4%) seperti disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK
Semester Il Tahun 2018

LHP Temuan Rekomendasi JUMLAH
212 1.765 5197 \QRAL[L]
157
3.169
599
58 448 1.469 1208
15 344 -
29 191
2 30|, 54 51 118
Pemerintah  Pemerintah  BUMN dan Pemerintah  Pemerintah  BUMN dan Pemerintah Pemerintah BUMN dan
Pusat Daerah, BUMD, Badan Pusat Daerah, BUMD, Badan Pusat Daerah, BUMD, Badan
& BLUD Lainnya & BLUD Lainnya & BLUD Lainnya
M Pemeriksaan Keuangan 0 Pemeriksaan Kinerja [ pPDTT

Keterangan: Grafik 1 tidak termasuk rekapitulasi hasil pemeriksaan investigatif yang disajikan di Bab
I, 11, dan IlI, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
bantuan keuangan partai politik dari APBD yang disajikan pada Bab II.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai
berikut:

e Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 2
LKPHLN Tahun 2017.

e Hasil pemeriksaan atas kinerja secara umum mengungkapkan masih
terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat
memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

e Hasilpemeriksaan DTT memuat kesimpulan secaraumum pelaksanaan
kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada
177 (71%) dari 250 objek pemeriksaan.
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Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 4.376 temuan yang
memuat 6.076 permasalahan, meliputi 1.203 (20%) permasalahan
kelemahan sistem pengendalianintern (SPI)dan 2.161(35%) permasalahan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp4,79 triliun, serta 2.712 (45%) permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun. Perincian
rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester Il tahun 2018 disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester Il Tahun 2018

Pemerintah Daerah,

Pemerintah Pusat BUMD, dan BLUD

BUMN & Badan Lainnya

(TR Jumlah Jumlah Jumlah
Perma- Nilai (Rp juta) Nilai (Rp juta) Perma- Perma- | Nilai (Rp juta)

EIELED] EEIELED salahan
A. Kelemahan SPI 330 - 511 - 362 - 1.203 -
. Kelemahan SPI 330 - 511 - 362 - 1.203 -

B. Ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
peraturan perundang-
undangan

603 974.515,79 1.197 1.036.298,51 361 | 2.788.610,03 2.161 4.799.424,33

e  Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan

»  Kerugian 266 228.480,42 502 205.197,51 117 | 348.479,94 885 782.157,87
> Potensi 68 192.551,19 224 146.407,11 52 | 375.473,95 344 714.432,25
Kerugian
> Kekurangan 108 553.484,18 180 684.693,89 83 | 2.064.656,14 371 | 3.302.834,21
Penerimaan
z:::’:i::)(berdampak 442 974.515,79 906 | 1.036.298,51 252 | 2.788.610,03 | 1.600 | 4.799.424,33
*  Penyimpangan 161 - 291 - 109 - 561 -
Administrasi
C. Temuan
Ketidakhematan,
idaxnen 449 762.009,96 | 2.159 18.659,87 104 | 72098059 | 2712 | 1.501.650,42
ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan
o Ketidakhematan 29 98.033,00 36 14.215,36 30 | 438.365,99 95 550.614,35
. Ketidakefisienan - - - - 2 177,86 2 177,86
e Ketidakefektifan 420 663.976,96 | 2.123 4.444,51 72 282.436,74 2.615 950.858,21
Total (A+B+C) 1382 | 173652575 | 3.867 | 1.054.958,38 827 | 3.509.590,62 | 6.076 | 6.301.074,75

Nilai penyerahan

aset/penyetoran ke
kas negara/daerah/ 314.216,41 68.938,15 10.407,94 393.562,50
perusahaan selama
proses pemeriksaan
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Berdasarkan Tabel 1, daripermasalahan ketidakpatuhansebanyak2.161
permasalahan, di antaranya sebanyak 1.600 (74%) senilai Rp4,79 triliun
merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

e Kerugian sebanyak 885 (55%) permasalahan senilai Rp782,15 miliar.

e Potensi kerugian sebanyak 344 (22%) permasalahan senilai Rp714,43
miliar.

e Kekurangan penerimaan sebanyak 371 (23%) permasalahan senilai
Rp3,30 triliun.

Selain itu, terdapat 561 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang
mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.712 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun, terdapat 95 (3%) permasalahan
ketidakhematan senilai Rp550,61 miliar, 2 (1%) permasalahan
ketidakefisienan senilai Rp177,86 juta, dan 2.615 (96%) permasalahan
ketidakefektifan senilai Rp950,85 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat
pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan
menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan
senilai Rp393,56 miliar (8%).

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program
prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara
transparandanakuntabelsertabermanfaatbagikesejahteraan masyarakat,
BPK melakukan pemeriksaan tematik. Pemeriksaan tematik adalah
pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan
secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan
strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang
yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan Tematik

SESUAI dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK melakukan pemeriksaan
kinerja tematik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Pemeriksaan kinerja tematik pada semester Il tahun 2018 dilakukan atas:
(1) Pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP);
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(2) Pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); serta (3) Pembangunan desa dan
kawasan perdesaan.

Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik
melalul Program BOS dan PIP

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pengelolaan pendanaan pendidikan
bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP untuk tahun anggaran
(TA) 2015-semester | tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 54 pemda yang terdiri atas 13
pemerintah provinsi (pemprov), 30 pemerintah kabupaten (pemkab), dan
11 pemerintah kota (pemkot). Perincian ke-54 pemda tersebut disajikan
pada Bab Il Tabel 2.1.

BPK mencatat upaya dan capaian Kemendikbud antara lain, penetapan
alokasi dana BOS oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah
berdasarkan alokasi yang diusulkan oleh Kemendikbud; jumlah dana BOS
yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi telah sesuai dengan alokasi yang
ditetapkan; dan proporsi penyaluran dana BOS per triwulan telah sesuai
dengan petunjuk teknis (juknis) BOS. Selain itu, Kemendikbud telah
menyalurkan bantuan PIP dari kas negara ke bank penyalur sesuai dengan
jumlah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) penerima.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa
upaya Kemendikbud belum sepenuhnya efektif dan upaya pemda secara
umum kurang efektif dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi
peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan
terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun.

® Permasalahan ketepatan jumlah dana BOS dan PIP antara lain:

» Kemendikbud dalam menetapkan dan mengalokasikan jumlah
dana BOS belum akurat. Hal ini dilihat dari tidak validnya data untuk
menghitung alokasi dana BOS dan besaran satuan BOS belum
berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan serta
juknis BOS terkait dengan penghitungan kurang/lebih salur belum
sepenuhnya dipedomani.

» Padapemda, penetapanbesarandanaBOSbelum memperhitungkan
kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan
data jumlah siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang
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digunakan untuk menghitung alokasi BOS tidak sepenuhnya valid.
Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan perhitungan kurang salur
akibat mutasi/perubahan jumlah siswa belum sepenuhnya sesuai
dengan pedoman.

» Kemendikbud dalam mengalokasikan pendanaan pendidikan
bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan. Hal ini terlihat dari perhitungan unit cost per peserta
didik belum berdasarkan kajian kebutuhan biaya personal dan data
usulan calon penerima PIP belum terverifikasi dan tervalidasi dalam
rangka penetapan SK serta penyaluran bantuan PIP belum sesuai
dengan nilai yang ditetapkan.

» Pada pemda, alokasi pendanaan pendidikan melalui PIP bagi
peserta didik belum sesuai dengan kebutuhan. Pemda belum
memiliki alternatif pendanaan untuk mencukupi kekurangan
jumlah bantuan personal yang bersumber dari PIP. Selain itu,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD) belum
sepenuhnya selaras dengan RPJIMN dalam kerangka pendanaan
pendidikan.

® Permasalahan ketepatan waktu dana BOS dan PIP, antara lain:

» Kemendikbud dalam menetapkan dan menyalurkan dana BOS
belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan
penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu dan
penyaluran dana BOS dari RKUN belum sepenuhnya tepat waktu.

» Pemda belum memadai dalam mengupayakan pencairan dan
penyaluran dana BOS yang tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan
lambatnya penerbitan SK Gubernur terkait dengan penetapan
alokasi BOS. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan penyaluran
dana BOS dari RKUD provinsi ke rekening sekolah tiap triwulan
melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam Juknis BOS. Hal ini
memengaruhi ketepatan waktu pelaporan realisasi dan penggunaan
dana BOS oleh sekolah ke Tim BOS Provinsi.

» Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk
memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan. Kemendikbud
belum memiliki pedoman tentang penentuan batas waktu
pengelolaan (pengusulan, penetapan, penyaluran, dan pencairan)
dana PIP.
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» Peserta didik belum sepenuhnya menerima bantu